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SALAM
REDAKSI
Membuka akses pasar internasional bukan hanya soal menghasilkan produk
yang berkualitas. Di balik setiap keberhasilan ekspor terdapat proses standar
yang untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar, persyaratan
teknis, dan regulasi yang terus berkembang di negara tujuan. Inilah
tantangan yang harus diatasi dalam perdagangan global yang semakin
dinamis.

Melalui QualityUP, kami menghadirkan berbagai informasi yang diharapkan
dapat menjadi bekal dalam memahami tantangan sekaligus peluang
tersebut. Pada edisi ini, kami mengulas beragam isu strategis, mulai dari
peluang ekspor teh Indonesia ke Amerika Serikat, pentingnya pengendalian
residu pestisida dan cemaran logam berat pada komoditas unggulan, hingga
pemenuhan mutu dan strategi memperkuat akses pasar kopi Indonesia. Kami
juga mengangkat perkembangan kebijakan perdagangan internasional
melalui pembahasan mengenai instrumen ekuivalensi dan proses aksesi
Indonesia ke OECD yang diharapkan dapat semakin memperkuat daya saing
produk nasional.

Seluruh pembahasan tersebut mengingatkan kita bahwa mutu bukan sekadar
persyaratan untuk memasuki pasar, tetapi merupakan investasi jangka
panjang dalam membangun kepercayaan konsumen dan reputasi produk
Indonesia di dunia.

Semoga QualityUP dapat terus menjadi sumber informasi yang bermanfaat,
memperluas wawasan, serta mendorong lahirnya produk Indonesia yang
semakin berkualitas, kompetitif, dan mampu bersang di pasar global.

Selamat membaca.
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	1. Membidik Pasar Teh Amerika Serikat
	“MEMBIDIK PASAR TEH
	AMERIKA SERIKAT”
	SECANGKIR PELUANG DARI AS  UNTUK INDONESIA
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	REGULASI YANG WAJIB DIPAHAMI EKSPORTIR
	“Memasuki pasar AS bukan hanya soal kualitas rasa, tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi keamanan pangan yang ketat”

	FOOD SAFETY MODERNIZATION ACT
	FEDERAL FOOD, DRUG, AND COSMETIC ACT
	REGULASI RESIDU PESTISIDA
	PERSYARATAN LABEL PRODUK
	30 November, 2022 / Vol. 001
	SERTIFIKASI YANG MENJADI NILAI TAMBAH
	Meskipun tidak seluruhnya bersifat wajib, sertifikasi internasional telah menjadi faktor penting untuk memasuki pasar retail modern dan buyer premium di AS. Sertifikasi yang umum diminta meliputi standar keamanan pangan seperti FSSC 22000, BRCGS, SQF, dan HACCP, sertifikasi organik USDA-NOP, serta sertifikasi keberlanjutan seperti Rainforest Alliance dan Fair Trade. Kepemilikan sertifikasi tersebut dapat meningkatkan kredibilitas eksportir sekaligus memperkuat daya saing produk teh Indonesia di pasar internasional.

	CALIFORNIA PROPOSITION 65: REGULASI YANG SERING MENJADI TANTANGAN
	Bagi eksportir yang menargetkan pasar California, kepatuhan terhadap California Proposition 65 juga perlu menjadi perhatian. Regulasi ini mengatur batas paparan bahan kimia tertentu, termasuk timbal (lead) dan kadmium, pada produk yang dipasarkan di California. Apabila kandungan melebihi ambang batas yang ditetapkan, produk wajib mencantumkan label peringatan khusus. Mengingat California merupakan salah satu pasar terbesar di AS, pemenuhan regulasi ini menjadi penting untuk menjaga akses pasar produk teh Indonesia.



	RISIKO JIKA TIDAK PATUH REGULASI
	Penahanan  produk
	Penolakan impor
	Masuk daftar pengawasan FDA
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	STRATEGI AGAR PRODUK TEH INDONESIA  LEBIH KOMPETITIF
	INGIN TAHU  PERSYARATAN EKSPOR  KE NEGARA LAIN???
	Akses informasi melalui:
	lamansitu.kemendag.go.id
	Regulasi
	Persyaratan mutu
	Informasi standar internasional
	Ketentuan negara tujuan ekspor




	2. NAIK LEVEL DI PASAR GLOBAL PERAN OECD BAGI EKSPOR INDONESIA
	NAIK LEVEL DI PASAR GLOBAL:
	PERAN OECD BAGI EKSPOR INDONESIA
	Fluktuasi nilai tukar rupiah, perubahan harga komoditas, dan persaingan ekspor yang semakin ketat menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia semakin dipengaruhi oleh dinamika global. Dalam kondisi tersebut, Indonesia perlu terus meningkatkan daya saing agar mampu mempertahankan sekaligus memperluas pasar ekspornya. Salah satu upaya yang sedang ditempuh adalah melalui proses aksesi ke OECD atau Organisation for Economic Co-operation and Development. Lalu, apa itu OECD dan mengapa organisasi ini penting bagi Indonesia?
	APA ITU OECD?
	OECD adalah forum kerja sama internasional yang beranggotakan 38 negara untuk berbagi pengalaman serta mencari solusi atas berbagai tantangan ekonomi dan pembangunan. OECD menghasilkan berbagai kajian, rekomendasi kebijakan, dan praktik terbaik yang menjadi rujukan bagi banyak negara di dunia. Selain negara anggotanya, OECD juga bekerja sama dengan berbagai forum internasional, termasuk G20, serta lebih dari 100 negara mitra dalam berbagai isu ekonomi, perdagangan, investasi, dan tata kelola pemerintahan.
	Peran OECD dalam perekonomian global sangat signifikan. Pada tahun 2025, negara-negara anggota OECD menyumbang sekitar 39,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global dan berkontribusi sebesar 25,0% terhadap pertumbuhan PDB dunia selama periode 2015–20251). Besarnya pengaruh OECD menjadikan organisasi ini sebagai salah satu rujukan utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional.
	Bergabung dengan OECD merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat daya saing nasional dan mendukung Visi Indonesia Emas 2045. Melalui OECD, Indonesia dapat memanfaatkan praktik terbaik internasional untuk memperbaiki regulasi, memperkuat standardisasi, dan meningkatkan kualitas tata kelola.
	Kajian OECD menunjukkan bahwa pengurangan hambatan non-tarif dan peningkatan fasilitasi perdagangan berpotensi meningkatkan PDB Indonesia sekitar 0,97 persen, sementara investasi dari negara anggota OECD dapat meningkat sekitar 0,37 persen. Dengan dukungan pemerintah melalui RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, dan Tim Nasional OECD, proses aksesi diharapkan dapat memperkuat daya saing Indonesia dan membuka peluang untuk "naik level" dalam perdagangan internasional.

	BAGAIMANA OECD MEMBANTU INDONESIA NAIK LEVEL DI PASAR GLOBAL?
	Aksesi OECD tidak hanya berkaitan dengan keanggotaan dalam sebuah organisasi internasional, tetapi juga merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Melalui penerapan standar internasional, perbaikan regulasi, dan kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara maju, Indonesia berpeluang memperkuat reputasi, menarik investasi, serta memperluas akses ke pasar ekspor. Sederhananya, naik level berarti Indonesia mampu bersaing bukan hanya dari sisi harga, tetapi juga dari sisi kualitas, inovasi, dan nilai tambah.

	MENGAPA INDONESIA PERLU BERGABUNG DENGAN OECD?
	1. NAIK LEVEL DARI SISI REGULASI
	OECD mendorong Indonesia untuk memperkuat regulasi perdagangan, investasi, dan tata kelola agar lebih transparan, konsisten, dan selaras dengan praktik internasional. Regulasi yang lebih baik akan mengurangi ketidakpastian bagi pelaku usaha, meningkatkan kepercayaan investor dan mitra dagang, serta memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Bagi pelaku usaha, hal ini berarti proses perizinan, perdagangan, dan investasi menjadi lebih jelas dan dapat diprediksi sehingga biaya usaha dapat ditekan.

	2. NAIK LEVEL DARI SISI KUALITAS  PRODUK
	Keanggotaan OECD juga membuka akses terhadap berbagai praktik terbaik,   instrumen analisis perdagangan, dan jejaring kerja sama internasional yang dapat membantu Indonesia memperluas pasar ekspor. Naik level berarti Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah,  tetapi  semakin banyak menghasilkan produk bernilai tambah. Misalnya, Indonesia tidak hanya menjual bijih nikel, tetapi juga produk turunan untuk industri baterai kendaraan listrik; tidak hanya mengekspor biji kopi, tetapi juga produk kopi olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Dengan demikian, Indonesia dapat mengambil peran yang lebih besar dalam rantai nilai global dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari kegiatan ekspornya.
	Standardisasi berperan penting dalam meningkatkan daya saing ekspor Indonesia. Melalui penerapan standar yang diakui secara internasional, produk Indonesia dapat memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan keberlanjutan yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor. Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, standardisasi juga membantu mengurangi hambatan perdagangan dan membuka akses pasar yang lebih luas.
	Sebagai contoh, kopi, kakao, rempah-rempah, dan produk perikanan Indonesia berpeluang menembus pasar negara maju apabila memenuhi standar keamanan pangan, ketertelusuran (traceability), dan lingkungan. Manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar, tetapi juga UMKM yang dapat memperluas pemasaran produknya ke pasar global, termasuk melalui platform digital.
	NAIK LEVEL DARI SISI DAYA

	SAING EKSPOR

	KESIMPULAN
	OECD bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Melalui perbaikan regulasi, penguatan standardisasi, dan kerja sama internasional, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dari kegiatan ekspor. Dengan kata lain, "naik level" bukan sekadar tentang menjadi anggota OECD, tetapi tentang kesiapan Indonesia memenuhi standar global dan bersaing melalui kualitas, inovasi, serta produk bernilai tambah. Dalam jangka panjang, proses ini diharapkan dapat mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
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	3. Ekuivalensi
	“MENINGKATKAN AKSES EKSPOR  PANGAN
	MELALUI PEMANFAATAN INSTRUMEN EKUIVALENSI”
	Dalam rangka melindungi kesehatan manusia serta tujuan kebijakan publik lainnya, negara-negara di dunia menerapkan berbagai regulasi terkait keamanan dan mutu produk pangan. Namun demikian, pemberlakuan regulasi tersebut dapat meningkatkan beban biaya bagi pelaku usaha dan berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan terlebih apabila regulasi yang berlaku berbeda antar negara. Perbedaan regulasi tersebut mengharuskan pelaku usaha mengeluarkan biaya tambahan untuk menyesuaikan proses produksi agar memenuhi persyaratan di negara tujuan ekspor. Selain itu, pelaku usaha juga dapat menghadapi duplikasi biaya pengujian dan sertifikasi akibat pemberlakuan regulasi yang berbeda. Permasalahan terkait perbedaan regulasi ini salah satunya dapat dijembatani dengan pengakuan ekuivalensi. Ekuivalensi adalah kemampuan dari sistem pengendalian pangan nasional yang berbeda atau bagian dari padanya yang dapat mencapai tujuan yang sama (CAC, 2023). Pengakuan ekuivalensi dapat menghapus hambatan perdagangan karena produk tetap dapat diterima selama telah memenuhi tujuan regulasi yang relevan meskipun terdapat perbedaan regulasi antar negara (Veggeland & Elvestad, 2004). Negara-negara pengekspor pangan termasuk Indonesia dapat memanfaatkan ekuivalensi untuk memitigasi potensi hambatan akibat perbedaan regulasi dan menjaga daya saing produk ekspor.

	LATEST ECONOMIC DEVELOPMENTS
	PRINSIP EKUIVALENSI MENURUT INSTITUSI INTERNASIONAL
	Peranan ekuivalensi sebagai salah satu instrumen fasilitasi perdagangan turut diakui oleh institusi internasional, termasuk WTO. Pasal 4 dalam Perjanjian SPS WTO mendorong negara anggota untuk mengakui ekuivalensi dengan ketentuan SPS negara lain selama negara pengekspor mampu menunjukkan secara objektif bahwa ketentuannya mampu mencapai tingkat perlindungan yang ditetapkan negara pengimpor (WTO, 1994a). Perjanjian TBT WTO juga memasukkan konsep ekuivalensi ini di mana negara anggota turut didorong memberikan pertimbangan positif untuk mengakui ekuivalensi dengan regulasi teknis di negara lain selama regulasi tersebut dinilai mampu memenuhi tujuan regulasi negara pengimpor (WTO, 1994b).

	Ekuivalensi dapat mengurangi hambatan dengan cara memperbolehkan produk masuk ke pasar negara pengimpor walaupun produk dimaksud hanya mematuhi persyaratan regulasi di negara asal. Hal ini dapat terjadi karena regulasi di kedua negara tersebut dianggap ekuivalen setelah negara pengekspor dapat memperlihatkan secara objektif bahwa regulasinya telah memenuhi tingkat perlindungan dan tujuan regulasi yang ditetapkan oleh negara pengimpor. Dengan tidak perlu lagi memenuhi persyaratan tambahan, maka pelaku usaha tidak terbebani dengan biaya spesifikasi dan biaya penilaian kesesuaian. Selain itu, karena regulasi di kedua negara ekuivalen, maka pelaku usaha tidak perlu lagi mencari informasi tambahan sehingga biaya informasi pun juga tidak ada lagi.
	Selain WTO, ekuivalensi juga sudah sejak lama menjadi agenda pembahasan dalam organisasi standar pangan dunia, Codex Alimentarius. Codex telah mengadopsi 3 (tiga) pedoman terkait ekuivalensi yaitu “Guidelines for the Development of Equivalence Agreements Regarding Food Imports and Export Inspection and Certification Systems” (CXG 34-1999), “Guidelines on the Judgement of Equivalence of Sanitary Measures associated with Food Inspection and Certification Systems” (CXG 53-2003), dan “Guidelines on Recognition and Maintenance of Equivalence of National Food Control Systems (NFCS)” (CXG 101-2023). Pedoman-pedoman tersebut ditujukan untuk memberikan panduan bagi negara yang hendak melakukan ekuivalensi dan menjalin kesepakatan dengan negara lain. Saat ini, Codex sedang menyusun dokumen baru yang akan mengonsolidasikan substansi dari berbagai pedoman tersebut.

	PERAN EKUIVALENSI DALAM FASILITASI PERDAGANGAN
	Perbedaan regulasi yang berlaku antar negara dapat menjadi hambatan perdagangan melalui adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha. Von Lampe, Deconinck, dan Bastien (2016) menyebutkan terdapat 3 (tiga) biaya perdagangan yang timbul akibat heterogenitas regulasi ini yaitu biaya spesifikasi, biaya penilaian kesesuaian, dan biaya informasi. Biaya spesifikasi timbul akibat kebutuhan untuk menyesuaikan produk dan proses produksi terhadap persyaratan yang berbeda, sedangkan biaya penilaian kesesuaian muncul dari keperluan untuk membuktikan produk telah memenuhi persyaratan di pasar tujuan. Biaya informasi berasal dari sumber daya yang harus dikeluarkan untuk mencari tahu, memahami, dan memantau informasi persyaratan regulasi di negara tujuan. Dalam perdagangan barang, biaya spesifikasi dan biaya penilaian kesesuaian cenderung menjadi biaya yang paling relevan (OECD, 2017).
	Pada umumnya, pelaku usaha sudah memenuhi persyaratan regulasi di negara asalnya sehingga beban regulasi yang ditanggung ketika mengekspor terletak pada persyaratan tambahan yang diwajibkan oleh negara tujuan namun tidak diatur di negara asal. Semakin besar beban regulasi yang dihadapi maka akan berdampak negatif pada margin perdagangan di mana terdapat penurunan variasi dan volume produk serta diikuti dengan naiknya harga produk (Nabeshima, Obashi, & Kim, 2021). Dalam menghadapi isu perbedaan regulasi ini, salah satu langkah yang dapat diambil adalah melakukan kerja sama regulasi melalui kesepakatan pengakuan ekuivalensi.

	BAGAIMANA NEGARA DAPAT MELAKUKAN EKUIVALENSI?
	Institusi-institusi internasional telah menyusun pedoman yang memberikan langkah-langkah yang dapat diikuti oleh negara-negara yang hendak melakukan proses ekuivalensi. WTO (2004) mendeskripsikan proses ekuivalensi dalam Decision G/SPS/19/Rev.2 yang dimulai ketika negara pengekspor mengajukan permintaan ekuivalensi secara resmi di mana negara pengimpor menanggapinya dengan menjelaskan tujuan dan rasionalisasi di balik regulasi SPS-nya serta proses penilaian risiko di baliknya. Setelah itu, negara pengekspor membuktikan secara objektif bagaimana regulasi SPS-nya telah ekuivalen dan memenuhi tujuan dan tingkat perlindungan yang sama. Negara pengimpor selanjutnya menganalisis informasi yang disampaikan dan membuat keputusan ekuivalensi berdasarkan informasi dimaksud.
	CAC (2023) memberikan penjelasan tambahan terkait proses ekuivalensi ini, salah satunya mengenai tahapan diskusi awal. Diskusi awal membahas beberapa isu di antaranya ruang lingkup, potensi manfaat yang didapat, rekam jejak sebelumnya, kesamaan sistem dan regulasi, dan harmonisasi dengan standar internasional sehingga dapat memberikan gambaran apakah proses ekuivalensi dapat dilanjutkan ke tahapan formal. Di samping itu, pedoman ini juga mendorong kedua belah pihak untuk mendokumentasikan kesepakatan ekuivalensi baik melalui pertukaran surat atau negosiasi perjanjian yang lebih komprehensif.

	EKUIVALENSI SEBAGAI SOLUSI MENJEMBATANI PERBEDAAN REGULASI
	Perbedaan regulasi yang mengatur produk pangan antar negara dapat menambah beban biaya yang ditanggung pelaku usaha sehingga dapat menghambat arus perdagangan internasional. Konvergensi regulasi ini salah satunya dapat dimitigasi dengan pengakuan ekuivalensi di mana negara dapat mengakui bahwa sistem dan/atau regulasi di negara mitra telah mampu mencapai tujuan yang sama. Pengakuan ekuivalensi memperbolehkan produk masuk ke pasar negara pengimpor walaupun produk dimaksud hanya mematuhi persyaratan regulasi di negara asal sehingga dapat menghilangkan biaya tambahan pelaku usaha. Pentingnya ekuivalensi ini turut menjadi perhatian beberapa institusi internasional seperti WTO dan Codex yang telah menyediakan pedoman yang memberikan langkah-langkah yang dapat diikuti oleh negara-negara yang hendak melakukan proses ekuivalensi. Sebagai salah satu negara pengekspor produk pangan, Indonesia dapat memanfaatkan instrumen ini dan melakukan kesepakatan ekuivalensi dengan negara-negara mitra untuk menjaga dan memperluas akses pasar ekspor produk pangan dalam negeri.


	4. Di Balik Sukses Eksportir Kakao Indonesia
	Strategi pencegahan melalui pengelolaan lahan dan bahan tanam: menanam tanaman penutup tanah dan memilih varietas kakao yang memiliki sifat akumulasi Cd rendah.
	2. Tahap Budidaya hingga Panen (Manajemen Lahan)
	Perbaikan kondisi tanah: pengapuran secara bertahap apabila pH tanah berada di bawah 6.
	Pengelolaan input pertanian yang aman: menggunakan pupuk organik terolah seperti kompos atau pupuk kandang serta biochar, sekaligus menghindari batuan fosfat atau apatit yang memiliki kandungan Cd tinggi.
	Pengelolaan biomassa tanaman berisiko: memangkas daun dan ranting dari pohon kakao yang memiliki kadar Cd foliar tinggi.

	3. Tahap Pasca-Panen (Proses Pengolahan)
	Pengendalian selama fermentasi: menguras cairan lendir atau pulp kakao secara bertahap selama 12, 24, hingga 36 jam, serta memanfaatkan galur khamir Saccharomyces cerevisiae.
	Pencegahan kontaminasi selama fermentasi dan pengeringan: memastikan wadah fermentasi terlindung dari asap, gas pengering, emisi kendaraan, dan buangan industri, serta mengeringkan biji kakao di atas permukaan padat yang bersih.
	Pengendalian selama penyimpanan: menjaga gudang agar biji kakao tidak terpapar tumpahan bahan bakar, uap, gas buang kendaraan, maupun sumber kontaminan lain.

	4. Tahap Transportasi (Distribusi)
	Pengendalian kebersihan sarana angkut: menggunakan kendaraan, terpal, dan kontainer yang bersih, terawat, serta tidak pernah digunakan untuk mengangkut bahan kimia berbahaya atau zat beracun.
	Perlindungan selama perjalanan dan bongkar muat: menjaga kadar air kakao tetap rendah dengan kontainer berventilasi, melindungi area bongkar muat dari hujan, serta menjauhkan kakao dari material berbahaya.


	5. Regulasi Ketat Residu Pestisida Negara Jepang Siapa takut!
	6. Dibalik Sukses Eksportir Kakao
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	INDUSTRI KOPI  DAN TANTANGAN PEMENUHAN MUTU EKSPOR
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	Kopi masih menjadi salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia dan menjadi produk pertanian yang dicari pasar. Berdasarkan data International Coffee Organization, konsumsi kopi di dunia mencapai 2,25 miliar cangkir per hari. Dalam beberapa tahun terakhir permintaan kopi global meningkat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk perubahan gaya hidup, perkembangan budaya konsumsi kopi dan inovasi pertanian serta produk turunan kopi. Berdasarkan data WITS (World Integrated Data Solution) pada tahun 2025, Indonesia menempati urutan ke-9 negara eksportir kopi di dunia. Sumber: ICO Annual Review, 2025
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	Kebutuhan kopi di industri terus meningkat dengan konsumsi naik menjadi 1.4% yaitu setara dengan 175.1 juta karung dalam rentang waktu 2024/2025. Negara di Asia dan Oceania menjadi kontributor tertinggi dalam produksi biji kopi di pasar dengan peningkatan permintaan sebesar 7.4% (ICO Annual Review, 2025).           Permintaan kopi dengan kualitas premium dan spesial (premium and specialty coffee) meningkat sebagai alternatif pilihan konsumen yang mencari kopi dengan kualitas tinggi. Speciality coffee menjadi peluang bagi Indonesia dengan beragamnya jenis kopi yang ada. Beberapa biji kopi kategori premium dan specialty coffee asal Indonesia yang sudah cukup dikenal diantaranya adalah Arabika Mandheling, Arabika Gayo, Arabika Toraja, Arabika Flores Bajawa, Kopi Java Preanger.
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	3.Ekspor Kopi Indonesia
	Data negara tujuan ekspor biji kopi Indonesia:
	Industri kopi Indonesia kembali menorehkan performa gemilang di panggung perdagangan internasional. Berdasarkan data terbaru dari World Integrated Trade Solution (WITS) per November 2025 yang diolah oleh BKPerdag Kementerian Perdagangan. Melihat rekam jejak lima tahun terakhir, nilai ekspor kopi Indonesia bergerak dinamis dengan arah grafik merangkak naik. Meskipun sempat mengalami koreksi minor pada tahun 2023, komoditas ini berhasil melakukan rebound yang luar biasa pada tahun 2024.
	Memasuki tahun 2025, performa ekspor kopi semakin tidak terbendung. Jika dibandingkan performa year-on-year (YoY) pada periode Januari-Oktober 2024, terjadi lonjakan tajam sebesar 45,5%. Nilai ekspor yang pada periode Januari-Oktober 2024 sebesar USD 1.828,21 juta, melejit hingga menyentuh angka USD 2.681,63 juta pada periode yang sama di tahun 2025 (World Integrated Trade Solution (WITS), 2025).
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	Peran Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) terhadap pemenuhan mutu kopi

	7. Buletin MRL Pestisida
	OPTIMALISASI MAXIMUM RESIDUE LIMITS (MRL)  PESTISIDA
	UNTUK AKSELERASI EKSPOR PANGAN
	Di tengah dinamika perdagangan global yang kian kompetitif, sektor pertanian dan pangan menjadi pilar strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kendati demikian, ekspansi produk pangan ke pasar internasional tidak lagi sekadar berhadapan dengan hambatan tarif tradisional. Era perdagangan modern justru didominasi oleh hambatan non-tarif (Non-Tariff Measures atau NTMs), khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan standar keamanan pangan dan kesehatan tanaman
	Salah satu instrumen regulasi yang paling krusial dan sering memicu sengketa dagang adalah Maximum Residue Limits (MRL) atau Batas Maksimum Residu (BMR) pestisida. Komisi Codex Alimentarius (CAC) FAO mendefinisikan MRL Adalah konsentrasi maksimum residu pestisida dinyatakan dalam mg/kg yang diizinkan secara hukum pada komoditi pangan dan pakan ternak. Komisi Codex Alimentarius (CAC) telah menetapkan batas residu maksimum (MRL) untuk pestisida pada bahan makanan atau kelompok makanan tertentu yang diperdagangkan secara internasional untuk melindungi kesehatan konsumen berdasarkan rekomendasi Pertemuan Gabungan FAO/WHO tentang Residu Pestisida (JMPR). Beberapa negara dapat juga menetapkan MRL mereka sendiri berdasarkan hasil penilaian risiko oleh otoritas nasional. Jika produk pangan melebihi ambang batas MRL negara tujuan, konsekuensinya sangat fatal: penolakan di perbatasan, pemusnahan komoditas, atau blacklisting eksportir.

	Mengapa Eksportir Harus Waspada?
	Salah satu tantangan utama dalam perdagangan pangan global adalah adanya perbedaan standar MRL antarnegara. Meskipun Komisi Codex Alimentarius telah menetapkan Codex MRL sebagai standar internasional, banyak negara masih menerapkan MRL nasional yang berbeda dengan Codex maupun negara lainnya
	Uni Eropa (UE) menerapkan standar Batas Residu Maksimum (Maximum Residue Limit/MRL) pestisida yang termasuk paling ketat dan komprehensif di dunia. Untuk pestisida yang belum memiliki toleransi spesifik yang ditetapkan, UE memberlakukan MRL default sebesar 0,01 mg/kg, yang pada praktiknya mendekati batas kuantifikasi analitis

	Negara dan wilayah lain yang juga dikenal memiliki regulasi MRL serta pengawasan impor yang ketat antara lain
	Amerika Serikat melalui United States Environmental Protection Agency (EPA), menetapkan toleransi residu pestisida yang ketat dan berbasis penilaian risiko, yang sering menjadi salah satu acuan penting dalam perdagangan pangan internasional
	Australia memiliki sistem MRL nasional yang dikelola secara independen oleh Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority (APVMA), dengan persyaratan evaluasi dan kepatuhan yang ketat terhadap produk pertanian yang diimpor
	Selandia baru menerapkan regulasi MRL yang ketat sebesar 0,1 mg/kg untuk pangan nabati yang tidak memiliki batas residu spesifik, serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap produk domestik maupun impor
	Jepang menerapkan sistem positive list dengan MRL default sebesar 0,01 mg/kg untuk komoditas yang tidak memiliki toleransi pestisida spesifik
	Perbedaan MRL antar negara dipengaruhi oleh variasi pola konsumsi, penilaian risiko, perlindungan konsumen, dan prioritas regulasi. Akibatnya, produk yang memenuhi persyaratan di satu negara belum tentu diterima di negara lain. Kondisi ini menjadi tantangan bagi eksportir, sehingga pemenuhan persyaratan residu pestisida negara tujuan ekspor sangat penting untuk menjaga akses pasar dan daya saing produk pangan.
	Bagi negara eksportir seperti Indonesia, kondisi ini menuntut kemampuan untuk memahami dan memenuhi berbagai persyaratan teknis yang berbeda sesuai dengan tujuan ekspor. Produsen dan eksportir harus memastikan bahwa penggunaan pestisida di tingkat budidaya telah disesuaikan dengan standar yang berlaku pada pasar sasaran. Selain itu, diperlukan dukungan laboratorium pengujian yang kompeten, sistem ketertelusuran yang baik, serta kapasitas pengawasan yang memadai untuk menjamin kepatuhan terhadap persyaratan MRL internasional

	Kinerja Ekspor Pangan & Pertanian Indonesia (2021–2025)
	Terlepas dari ketatnya regulasi MRL di pasar global, komoditas pangan segar dan pertanian Indonesia tetap menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dalam lima tahun terakhir. Berikut adalah grafik perkembangan nilai ekspor sektor pertanian (termasuk pangan segar, tanaman obat, aromatik, rempah dan pangan olahan) Indonesia ke dunia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah PDSI Kemendag:
	Total ekspor produk pangan dan olahan pangan Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif selama periode 2021–2025. Nilai ekspor meningkat dari sekitar US$ 8 miliar pada 2021 menjadi US$ 13,5 miliar pada 2025, atau bertambah sekitar US$ 5,5 miliar dalam lima tahun. Pertumbuhan tahunan (year-on-year) yang berada pada kisaran 5–22% mencerminkan daya saing produk pangan Indonesia yang semakin kuat di pasar global serta meningkatnya permintaan terhadap komoditas pangan dan produk olahan bernilai tambah. Dari sisi struktur komoditas, ekspor pangan Indonesia masih didominasi oleh tiga kelompok produk utama, yaitu: HS 18 – Kakao dan Olahan Kakao; HS 09 – Kopi, Teh, Mate, dan Rempah-rempah, dan HS 21 – Bermacam-macam Olahan yang Dapat Dimakan. Keberhasilan tersebut tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi dan nilai tambah produk, tetapi juga oleh kemampuan memenuhi persyaratan keamanan pangan negara tujuan ekspor, termasuk MRL pestisida
	Meskipun nilai ekspor terus meningkat, tantangan terkait pemenuhan MRL pestisida masih ditemukan pada sejumlah komoditas ekspor Indonesia. Sebagai contoh, selama periode 2021–2025, Jepang mencatat empat kasus penolakan produk asal Indonesia akibat residu pestisida isoprocarb dan 2,4-D yang melebihi batas yang ditetapkan. Sementara itu, di Uni Eropa tercatat sebelas kasus penolakan yang berkaitan dengan residu 2-chloroethanol, chlorpyriphos, anthraquinone, triphenyltin, carbendazim, diuron, cypermethrin, difenoconazole, acephate, methamidophos, triazophos, iprodione, dan prochloraz
	Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan MRL pestisida masih menjadi faktor penting dalam menjaga akses pasar dan keberlanjutan ekspor pangan Indonesia. Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian residu pestisida, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta harmonisasi standar dengan negara tujuan ekspor perlu terus dilakukan untuk meminimalkan risiko penolakan produk, meningkatkan kepercayaan pasar internasional, dan mendukung pertumbuhan ekspor pangan Indonesia yang berkelanjutan

	Menatap Masa Depan Ekspor Pangan
	MRL pestisida tidak boleh lagi ditakuti sebagai "tembok pembatas" yang kaku, Sebaiknya, ia harus dimanfaatkan sebagai alat navigasi untuk mengarahkan jalur produksi pangan kita menuju standar kualitas tertinggi. Peningkatan ekspor pangan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui penerapan standar yang konsisten serta kerja sama yang kuat di seluruh rantai pasok
	Untuk mendukung peningkatan ekspor pangan Indonesia di masa depan, beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain
	Menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) melalui penggunaan pestisida yang bijak, penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), serta pemanfaatan biopestisida
	Mematuhi Pre-Harvest Interval (PHI) dengan menghentikan penggunaan pestisida sesuai periode yang ditetapkan sebelum panen agar residu dapat berkurang hingga batas yang aman
	Melakukan pengujian residu di laboratorium terakreditasi sebelum ekspor untuk memastikan produk memenuhi persyaratan negara tujuan
	Mendorong harmonisasi standar nasional dengan perkembangan standar MRL internasional, termasuk standar Codex, guna meningkatkan daya saing produk Indonesia
	Dalam komitmen bersama dalam memastikan keamanan pangan serta pemenuhan standar residu pestisida yang berlaku, produk pangan Indonesia dapat semakin diterima di pasar global sekaligus memperkuat reputasinya sebagai produk yang aman dan berkualitas. Dengan demikian, pangan Indonesia tidak hanya menjadi komoditas ekspor, tetapi juga produk unggulan yang memiliki daya saing dan kepercayaan tinggi di pasar internasional







